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ABSTRAK 

 

 

RIZKI FANI SABELLA. Efek Moderasi Ketepatan Waktu Pada Pengaruh 

Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Tindak 

Lanjut Rekomendasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan: Studi Pada 

Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pendapat 

profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk apresiasi atas 

kualitas laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah daerah 

berkenaan dengan penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Opini yang bagus mengindikasikan kewajaran informasi dalam laporan 

keuangan memadai. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh faktor standar 

akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan tindak lanjut rekomendasi 

pada opini audit laporan keuangan pemerintah kabupaten, serta moderasi ketepatan 

waktu pada pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, 

dan tindak lanjut rekomendasi pada opini audit laporan keuangan pemerintah 

kabupaten. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Subjek 

penelitianya adalah pemerintah kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Sampel teridiri dari 50 laporan keuangan pemerintah kabupaten tahun 

anggaran 2018 dan 2019 yang dipilih melalui metode purposive sampling. Analisis 

dan pengolahan data dilakukan dengan analisis regresi berganda dan analisis regresi 

moderasi selisih mutlak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah dan 

sistem pengendalian internal berpengaruh pada opini audit. Sedangkan tindak lanjut 

rekomendasi tidak berpengaruh pada opini audit. Hasil pengujian moderasi 

menghasilkan ketepatan waktu mampu memoderasi pengaruh standar akuntansi 

pemerintah dan sistem pengendalian internal pada opini audit. Namun ketepatan 

waktu tidak mampu memoderasi pengaruh tindak lanjut rekomendasi terhadap 

opini audit. 

 

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, 

Tindak Lanjut Rekomendasi, Opini audit, dan Ketepatan waktu 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

RIZKI FANI SABELLA. Moderating of Timeliness on the Effect of Government 

Accounting Standards, Internal Control Systems and Follow-Up 

Recommendations on Financial Statement Audit Opinions: A Study on District 

Governments in Central Java and Special Region of Yogyakarta. 

 

The audit opinion on local government financial statements is a professional 

opinion of the Supreme Audit Agency (BPK) as a form of appreciation for the 

quality of the accountability reports presented by local governments regarding the 

administration of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). A good 

opinion indicates the fairness of the information in the financial statements is 

adequate. This study discusses the influence of government accounting standards, 

internal control systems, and follow-up recommendations on district government 

financial statement audit opinions, as well as timeliness moderation on the effect of 

government accounting standards, internal control systems, and follow-up 

recommendations on audit opinions of local government financial statement. 

This research is a quantitative research with secondary data. The research 

subject is the Regency Government in Central Java and the Special Region of 

Yogyakarta. The sample consists of 50 local government financial reports for the 

2018 and 2019 which were selected through the purposive sampling method. Data 

analysis and processing was carried out with multiple regression analysis and 

absolute difference moderating regression analysis. 

The results of the study indicate that government accounting standards and 

internal control systems have an effect on audit opinion. Meanwhile, the follow-up 

to the recommendations does not affect the audit opinion. The results of the 

moderation test resulted is timeliness being able to moderate the effect of 

government accounting standards and internal control systems on audit opinions. 

Minewhile, timeliness is not able to moderate the effect of follow-up 

recommendations on audit opinion. 

 

Keywords: Government Accounting Standards, Internal Control System, Follow-

up Recommendations, Timeliness and Audit Opinion 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berupa laporan 

keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai yang 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

Tentang Keuangan Negara. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK memiliki 

kewenangan untuk memberikan pendapat (opini) profesionalnya berkenaan 

dengan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Tujuannya adalah memberi 

keyakinan yang memadai mengenai kewajaran informasi dalam laporan 

keuangan. Kriteria pemberian opininya antara lain; konsistensi standar 

akuntansi pemerintah, ketaatan pada perundang-undangan, kecukupan 

pengungkapan, dan efektivitas sistem pengendalian internal (Amyulianthy et 

al., 2020). 

Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa LKPD di Indonesia 

mengalami peningkatan kualitas pada tahun anggaran 2018 dan 2019 (HUMAS 

BPK RI, 2019). Pernyataan tersebut mengacu pada hasil pemeriksaan yang 

memperlihatkan adanya kenaikan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) sebagai tingkat opini tertinggi di kalangan pemerintah daerah. Berikut 

data perolehan opini LKPD di Indonesia: 
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Sumber : (IHPS BPK Semester I 2019 dan 2020) 

Gambar 1.1 Data LKPD di Indonesia peraih opini WTP 

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa opini WTP mendominasi LKPD di 

Indonesia. Opini WTP berhasil diraih oleh 82% LKPD pada TA 2018 dan 

mengalami peningkatan jumlah menjadi 90% pada TA 2019. Capaian ini 

melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola 

pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah 

provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 (BPK 

RI, 2020).  

Namun disamping mengalami peningkatan, masih terdapat LKPD yang 

belum memperoleh opini yang baik, atau bahkan mengalami penurunan opini. 

Dapat dilihat dalam diagram diatas, sebanyak 99 LKPD TA 2018 dan 56 LKPD 

TA 2019 belum berhasil mendapatkan opini WTP. Selain itu dilansir dari 

ikhtisar hasil pemeriksaan, terdapat 15 LKPD TA 2018 dan 5 LKPD TA 2019 

yang mengalami penurunan opini. Padahal pemerintah daerah dianjurkan untuk  

meraih opini WTP atau minimal WDP atas laporan pertanggungjawabannya. 

Tujuannya adalah menunjukkan keakuntabilitasan pemerintah daerah. Melalui 
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akuntabilitas, diharapkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah untuk 

mengelola sumber daya daerah akan meningkat.  

Dalam pengkajian yang lebih luas, terdapat banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi opini audit, diantaranya adalah standar akuntansi pemerintah, 

sistem pengendalian internal, kecukupan pengungkapan, jumlah temuan, 

kepatuhan terhadap regulasi, dan tindak lanjut rekomendasi. Namun hanya tiga 

faktor yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu faktor standar akuntansi 

pemerintah sebab masih minimnya penelitian yang membahas faktor tersebut, 

lalu faktor sistem pengendalian internal dan tindak lanjut rekomendasi karena 

masih terdapat inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian terdahulu. 

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi opini audit adalah standar 

akuntansi pemerintahan (SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diaplikasikan pada penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah 

(Bastian, 2005). Tujuannya yaitu meningkatkan mutu laporan keuangan. 

Penerapan SAP memiliki kekuatan hukum karena diatur dalam UU No 17 

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara bahwa “Bentuk dan isi laporan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah disajikan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP)”. Dilansir dari ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, 

masih banyak akun yang disajikan tidak mengikuti standar akuntansi 

pemerintah, terutama dalam hal pengakuan aset dan belanja. Menurut 

pernyataan BPK, hal ini menjadi penyebab umum belum diperoleh opini WTP 

pada LKPD (Pamungkas et al., 2018). Standar akuntansi pemerintah berperan 
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untuk meminimalisir adanya salah saji sehingga dapat meningkatkan kualitas 

laporan dan dapat memperoleh opini yang baik juga. 

Penelitian King et al (2019) menyimpulkan bahwa standar akuntansi 

pemerintah mempengaruhi peraihan opini audit. Penerapan standar akuntansi 

pemerintah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas, 

sehingga dapat menambah kemungkinan untuk mendapatkan opini yang baik. 

Menurut Cilya et al (2017),  standar akuntansi pemerintah memberi pengaruh 

positif pada opini auditor sebab laporan keuangan yang disusun mengikuti SAP 

dianggap dapat dipertanggungjawabkan, dan akan berpengaruh baik pada opini 

audit. Sedangkan Suryanih et al (2021) mengungkapkan SAP dapat memberi 

dampak yang negatif terhadap opini audit jika tidak diterapkan dengan 

konsisten dan bersama-sama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

Faktor ke dua yang dapat mempengaruhi opini audit adalah sistem 

pengendalian internal (SPI). Sistem Pengendalian Internal adalah proses 

pencapaian tujuan organisasi yang dilakukan oleh pemimpin dan seluruh 

pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan, 

pengamanan aset negara, kepatuhan terdahap perundangan, dan 

penyelenggaraan kegiatan dengan efektif dan efisien  (PP No 60 Tahun 2008). 

Karsana & Suaryana (2017) mengatakan bahwa sistem pengendalian intern 

yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut 

ikhtisar hasil pemeriksaan, BPK menemukan 5.858 temuan permasalahan 

kelemahan SPI pada LKPD TA 2018 dan jumlah tersebut naik menjadi 6.160 

temuan pada LKPD TA 2019. BPK mengungkapkan temuan tersebut dapat 



5 
 

menjadi sebab terjadinya penurunan kualitas opini audit yang diperoleh (IHPS 

BPK I 2020). Temuan pemeriksaan dapat mengurangi keandalan laporan 

keuangan, hal ini mempengaruhi opini audit yang akan diperoleh.  

Menurut Yaqin & Jatmiko (2018), sistem pengendalian internal 

berpengaruh positif pada opini audit. Semakin baik sistem pengendalian 

internal pemerintah yang ada, maka akan semakin baik kualitas laporan 

keuangan. Fitriana et al (2020) mengungkapkan banyaknya temuan kelemahan 

sistem pengendalian internal berpengaruh negatif pada opini audit. Rosadi et al 

(2017) menarik kesimpulan perubahan opini audit yang semakin menurun 

adalah sebab dari semakin lemahnya pengendalian internal yang ada. Widodo 

& Sudarno (2017) menemukan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah 

adalah faktor tidak diperolehnya opini WTP sebab menyebabkan tidak 

validnya dokumen dan data yang tersedia. Sedangkan Pamungkas et al (2018) 

menyimpulkan temuan kelemahan SPI tidak berpengaruh pada opini audit 

karena nilai temuan kelemahan tersebut tidak material. Alfiani et al (2017) 

menyebutkan bahwa SPI tidak berpengaruh pada opini karena ada faktor lain 

yang lebih kuat untuk mempengaruhi opini, seperti kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintah. 

Faktor ketiga yang dapat memberi pengaruh pada opini audit ialah tindak 

lanjut rekomendasi. Rekomendasi hasil pemeriksaan berisikan masukan untuk 

melakukan perbaikan atas temuan permasalahan pada laporan keuangan 

(Lusiana et al., 2017). Tujuannya agar laporan keuangan pemerintah daerah 

terhindar dari temuan permasalahan berulang sehingga kualitas laporan 
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keuangan dapat meningkat dan memperbesar kemungkinan untuk 

mendapatkan opini yang lebih baik. BPK mengungkap bahwa pemerintah 

daerah yang mengalami kenaikan opini adalah pemerintah daerah yang telah 

melaksanakan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada periode sebelumnya 

(IHPS BPK I 2019). 

Menurut Hamidayanti & Wardani (2018), jumlah rekomendasi yang 

dikerjakan oleh pemerintah daerah memengaruhi penurunan maupun kenaikan 

perolehan opini. Pemerintah daerah yang telah melakukan tindak lanjut 

rekomendasi akan terhindar dari temuan permasalahan berulang, sehingga 

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat memperoleh opini audit 

yang lebih baik. Amyyulianthy et al (2020), opini audit semakin tidak baik jika 

semakin banyak rekomendasi yang tidak dikerjakan oleh pemerintah daerah. 

Sebab dengan tidak dikerjakannya rekomendasi, laporan keuangan dianggap 

masih mengandung kesalahan-kesalahan. Sedangkan Nusa & Muslihah (2021) 

mengungkpkan bahwa tindak lanjut rekomendasi cenderung tidak 

mempengaruhi opini audit. Chadegani & Farsani (2019) mengungkapkan 

bahwa tindak lanjut rekomendasi dapat tidak berpengaruh pada opini audit 

karena rekomendasi yang diberikan tidak berilai materialitas. 

Pada dasarnya tiga faktor yang telah disebutkan, yaitu: standar akuntansi 

pemerintah, sistem pengendalian internal, dan tindak lanjut rekomendasi dapat 

dikatakan memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. Disebut dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 bahwa suatu laporan dapat 

dianggap berkualitas jika memenuhi unsur karakteristik kualitatif laporan 
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keuangan (Yuliani, 2017). Salah satu unsurnya ialah relevan, yakni informasi 

yang disajikan harus sesuai dengan yang diperlukan (Lestari & Amri, 2020). 

Untuk memenuhi unsur relevan, laporan keuangan harus disampaikan dengan 

tepat waktu. Tepat waktu didefinisikan dengan tersajinya suatu informasi pada 

saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk 

mempengaruhi suatu keputusan (Widodo & Lutfillah, 2018). Berkaitan dengan 

hal ini, Sutaryo et al (2020) mengungkap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

menunjukkan interaksi positif dengan kualitas laporan keuangan yang 

meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan opini audit yang lebih baik. 

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kepala BPK RI perwakilan Sumatera 

Utara bahwa pemerintah daerah yang terlambat menyetorkan laporan keuangan 

dipastikan tidak mendapat opini WTP (Neli, 2019). Tuntutan kepatuhan akan 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Indonesia tertuang dalam 

Pasal 56 ayat 3 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu 

LKPD disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun 

anggaran berakhir atau hingga akhir bulan Maret. Maka berdasarkan hal 

tersebut, peneliti menambahkan ketepatan waktu sebagai variabel moderasi. 

Kualitas laporan keuangan yang baik sebagai dasar pengambilan opini 

salah satunya tercermin dari penerapan standar akuntansi pemerintah yang 

konsisten. Berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, ketepatan waktu 

pelaporan keuangan membawa presepsi yang menambah keyakinan akan 

kualitas suatu laporan keuangan dengan menjamin unsur relevan atas informasi 
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yang dikandungnya (Sutaryo et al., 2020). Maka ketepatan waktu dapat 

memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap opini audit. 

Sistem pengendalian internal yang memadai menandakan keandalan 

suatu laporan keuangan. Lemahnya sistem pengendalian internal yang ada akan 

menimbulkan temuan dan mengurangi keandalan laporan keuangan. Penyajian 

informasi yang tepat waktu mampu meningkatkan keandalan informasi 

(Dhonal et al., 2018). Dengan ini maka ketepatan waktu dapat memoderasi 

pengaruh sistem pengendalian internal terhadap opini audit. 

Tindak lanjut rekomendasi bertujuan untuk mencapai akuntabilitas 

laporan keuangan dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada 

sehingga dapat memperoleh opini audit yang maksimal. Fokus utama 

akuntabilitas laporan keuangan adalah akurat dan tepat waktu (BPKAD, 2017). 

Dengan kata lain, ketepatan waktu dapat menjadi tanda akan akuntabilitas 

suatu laporan keuangan. Maka ketepatan waktu dapat memoderasi pengaruh  

tindak lanjut rekomendasi terhadap opini audit. 

Penelitian mengenai ketepatan waktu terhadap opini audit oleh Sutaryo 

et al (2020) menyimpulkan ketepatan waktu berdampak positif terhadap opini 

audit. Ketepatan waktu mengindikasikan kualitas LKPD yang lebih baik dan 

akan memperbesar kemungkinan perolehan opini yang baik. Rosadi et al 

(2017) menyatakan semakin lama laporan keuangan disampaikan, semakin 

buruk opini yang diperoleh. Ikriyati & Aprila (2019) mengungkapkan 

penerapan SAP daerah akan mewujudkan ketepatan waktu penyajian laporan 

keuangan. Menurut Noviani & Hendarsyah (2020), SPI yang tidak diterapkan 
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dengan baik meperlambat pelaporan keuangan, sebab sistem pengendalian 

internal yang lemah tidak dapat menyelenggarakan kinerja yang efektif dan 

efisien. Sedangkan Renwarin & Sumtaky (2019) menyatakan sistem 

pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu. 

Penelitian ini dilakukan dengan subjek pemerintah kabupaten di Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah tersebut dipilih sebab 

dinilai sebagai wilayah yang paling mendekati model ideal dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini 

dapat dilihat dari diagram perolehan opini pada LKPD Kabupaten di Jawa 

Tengah dan DIY TA 2018 dan 2019 berikut: 

 

(Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester I 2020 data diolah) 

Gambar 1.2 Opini LKPD Kabupaten di Jawa Tengah dan DIY TA 2018 dan 

2019 

Diagram diatas menunjukkan bahwa pada TA 2018, 96% LKPD kabupaten di 

Jawa Tengah dan DIY berhasil meraih opini WTP, kemudian meningkat 

menjadi 100% pada TA 2019. Selain memiliki capaian kualitas opini yang 

sangat bagus, banyak pula prestasi yang diperoleh pemerintah kabupaten di 

Jawa Tengah dan DIY pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Diantaranya adalah 
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Kab.Sleman, Kab.Bantul dan Kab.Kulonprogo yang memperoleh nilai A dari 

hasil evaluasi sistem akuntabilitas kerja instansi pemerintah (SAKIP) (BPK RI, 

2019). Sementara Kab.Banyumas, Kab.Cilacap dan Kab.Wonogiri menerima 

nilai BB (Instektorat Provinsi Jawa Tengah, 2019). Dilansir dari website resmi 

pemerintah Kota Pekalongan, terdapat 15 pemerintah kabupaten di Jawa 

Tengah pada tahun anggaran 2019 yang menerima penghargaan atas 

diperolehnya opini WTP selama 5 tahun berturut-turut (Tim Komunikasi 

Publik Dinkominfo Kota Pekalongan, 2020). Hal inilah yang memperkuat 

alasan dipilihnya LKPD kabupaten di Jawa Tengah dan DIY tahun anggaran 

2018 dan 2019 sebagai subjek penelitian ini. Sebab diharapkan hasil penelitian 

ini dapat memberikan informasi untuk pemerintah daerah lain agar dapat 

mencontoh strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten di Jawa Tengah 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meraih dan atau 

mempertahankan opini yang baik. 

Penelitian mengenai faktor pemberian opini audit pada pemerintah 

daerah telah banyak dilakukan pada penelitian terdahulu, namun belum ditemui 

penelitian dengan fokus objek pemerintah kabupaten saja. Selain itu belum 

banyak penelitian mengenai faktor standar akuntansi pemerintah. Penambahan 

ketapatan waktu sebagai variabel moderasi juga dianggap sebagai pembaruan 

penelitian. Oleh karenanya peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Efek Moderasi Ketepatan Waktu Pada Pengaruh Standar Akuntansi 

Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Tindak Lanjut Rekomendasi 
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Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan: Studi Pada Pemerintah Kabupaten 

di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap opini audit? 

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap opini audit? 

3. Apakah tindak lanjut rekomendasi berpengaruh terhadap opini audit? 

4. Apakah ketepatan waktu mampu memoderasi pengaruh standar akuntansi 

pemerintah terhadap opini audit? 

5. Apakah ketepatan waktu mampu memoderasi pengaruh sistem 

pengendalian internal terhadap opini audit? 

6. Apakah ketepatan waktu mampu memoderasi pengaruh tindak lanjut 

rekomendasi terhadap opini audit? 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ditujukan guna mencegah terjadinya penyimpangan 

dan pelebaran pokok bahasan sehingga penelitian tetap berjalan sesuai tujuan 

penelitian. Pembatasan masalah penelitian ini meliputi: 

1) Objek penelitian adalah LKPD kabupaten di Jawa Tengah dan DIY tahun 

anggaran 2018 dan 2019. 

2) Variabel opini audit didefinisikan dengan opini yang dikeluarkan Badan 

Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah, yakni 

WTP, WDP, TMP dan TW. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap 

opini audit. 

b. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap 

opini audit.  

c. Untuk mengetahui pengaruh tindak lanjut rekomendasi terhadap opini 

audit.  

d. Untuk mengetahui moderasi ketepatan waktu pada pengaruh standar 

akuntansi pemerintah terhadap opini audit. 

e. Untuk mengetahui moderasi ketepatan waktu pada pengaruh sistem 

pengendalian internal terhadap opini audit. 

f. Untuk mengetahui moderasi ketepatan waktu pada pengaruh tindak 

lanjut rekomendasi terhadap opini audit. 

2. Manfaat 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penambah 

wawasan seputar opini audit BPK dan dapat menjadi referensi bagi 

peneliti selanjutnya, khususnya seputar ketepatan waktu yang menjadi 

variabel moderasi pada penelitian ini. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi sekaligus 

masukan untuk pemerintah daerah kabupaten agar memperhatikan 
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standar akuntansi publik, sistem pengendalian internal, tindak lanjut 

rekomendasi, serta ketepatan waktu dalam menyajikan laporan 

keuangan dalam rangka memperoleh atau mempertahankan opini 

yang baik sebagai tanda akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah. 

E. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

BAB I LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan, telaah pustaka, 

kerangka berpikir dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, 

populasi dan sampel, variabel penelitian, sumber dan teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat deskripsi unsur-unsur penelitian, hasil analisis data, 

hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil pengujian.  

BAB V  PENUTUP 

Bab ini memuat simpulan, keterbatasan penelitian, implilasi teoritis 

dan praktis, serta saran. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:  

1. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada opini audit. Banyaknya 

akun yang dikoreksi oleh BPK menandakan standar akuntansi pemerintah 

belum diterapkan secara konsisten dan maksimal, sehingga mengurangi 

kemungkinan untuk mendapatkan opini yang baik. 

2. Sistem pengendalian internal berpengaruh pada opini audit. Banyaknya 

temuan kelemahan sistem pengendalian internal membuat berkurangnya 

keandalan laporan keuangan dan berakibat pada semakin buruk opini audit 

yang akan diterima. 

3. Tindak lanjut rekomendasi tidak berpengaruh pada opini audit. Opini 

bukanlah kesimpulan terkait tindak lanjut rekomendasi saja, bergantung 

dengan tingkat materialitas rekomendasi dalam mempengaruhi keadaan. 

4. Ketepatan waktu mampu memoderasi pengaruh standar akuntansi 

pemerintah pada opini audit. Ketepatan waktu membawa presepsi yang 

menambah keyakinan atas keandalan suatu laporan keuangan dengan 

menjamin kerelevanan informasi didalamnya. 

5. Ketepatan waktu mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian 

internal pada opini audit. Ketepatan waktu dapat menambah keyakinan  

akan keandalan informasi laporan keuangan yang merupakan tujuan 

diselenggarakannya sistem pengendalian internal.  
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6. Ketepatan waktu tidak memoderasi pengaruh tindak lanjut rekomendasi 

pada opini audit. Penelitian pada LKPD kabupaten di Jawa Tengah dan 

DIY menunjukkan tepat waktu atau tidaknya penyetoran LKPD tidak 

memoderasi pengaruh tindak lanjut rekomendasi terhadap opini. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini berdasarkan sumber data sekunder saja sehingga data yang 

diolah terbatas karena hanya berdasarkan data yang dipublikasikan dan 

dapat diakses oleh publik. 

2. Opini audit yang ada pada populasi penelitian terdiri dari WTP dan WDP, 

sehingga kurang merepresentatifkan opini audit secara keseluruhan. 

3. Hasil Adjusted R-Square tanpa moderasi menunjukkan 0,202; artinya 

model hanya dapat menjelaskan opini audit sebesar 20,2% dan 79,8% 

lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain. 

C. Implikasi Teoritis dan Praktis 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memotivasi penelitian selanjutnya, 

khusunya berkaitan dengan ketepatan waktu sebagai variabel moderasi.  

2. Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak pemerintah daerah dalam 

meningkatkan atau mempertahankan capaian opini dengan 

memperhatikan variabel yang memiliki pengaruh pada opini sebagai 

bahan untuk evaluasi kinerja. 
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D. Saran  

Beberapa saran untuk penelitian mendatang sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah 

Pemerintah daerah diharapkan lebih memberi perhatian pada penerapan 

standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan serta memperhatikan efektivitas sistem pengendalian internal 

yang ada. Digarapkan pula pemerintah daerah menyerahkan laporan 

keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel penelitian 

dengan menambah periode atau wilayah penelitian agar hasil penelitian 

semakin mewakili kondisi yang sebenarnya. Dan diharapkan pula untuk 

dapat menambah variabel lain diluar variabel yang telah diteliti, misalnya 

tingkat pengungkapan laporan keuangan, tingkat kemandirian, dll.  
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